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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas mengenai penggabungan pemeriksaan perkara gugatan class action yang terjadi di (2)

dua Pengadilan Negeri yang berbeda kompetensi relatifnya, studi kasus Class Action Telkomsel. Metode

penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah

metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Pemerintah membentuk suatu Undang-undang yang

secara rinci dan jelas mengatur mengenai acara pengajuan gugatan secara class action yang dapat

mengakomodir kepentingan para pencari keadilan dalam perkara yang melibatkan orang banyak, sebagai

pengganti dan/atau pelengkap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat. ini yaitu PERMA No. 1

Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

<i>The focus of this study is about the annexation of class action lawsuit investigation that happens in (2)

two District Court which different in relative competence, Class Action Telkomsel case study. This is a

juridicial normative research, and it will be analyzed qualitatively. The result of this research is to suggest

government to create a specific and arranged rule about submission accusation agenda, according to class

action which could accommodate the justice finder in lawsuit that involve so many people, as the substitute

and compliment of law regulation which happen nowadays that is PERMA no. 1 year of 2002 about

Submission Delegation of Group Agenda.</i>
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